
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

Menimbang a. bahwa Camat selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, juga 
melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota berdasarkan 
pada kriteria eksternalitas dan efisiensi; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Kecamatan, pelimpahan wewenang sebagaimana 
dimaksud huruf a, diatur dengan Peraturan Walikota; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan 
Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat. 

WALIKOTA SEMARANG, 

PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI 
KEWENANGANWALIKOTA KEPADACAMAT 

KOTA SEMARANG 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG 
PERA TURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR ·7,.~ lAHUN »ooc 
TENTANG 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Semarang; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang; 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kota Semarang; 
6. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang; 
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban 
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi­ 
fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 

9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau 
mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan 
kewenangan dari, Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan; 

11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Daerah 
sebagai Daerah Otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN W ALIKOTA TENT ANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN 
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN 
W ALIKOTA KEPADA CAMAT KOTA SEMARANG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4826); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 27). 

Pasal 1 



(I) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. 

(2) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
disesuaikan dengan: 
a. besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan; 
b. luas wilayah; 
c. jumlah penduduk; dan 
d. tingk:at kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya. 

Pasa1 6 

BAB ID 
PEMBIAYAAN 

Dalam hal-hal tertentu, Walikota dapat menarik kembali kewenangan pemerintahan yang telah 
dilimpahkan kepada Camat, berdasarkan peraturan perundangan-undangan, 

Pasal 5 

(I) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 
berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. 

Pasal 4 

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi aspek: 
a. perizinan; 
b. rekomendasi; 
c. koordinasi; 
d. pembinaan; 
e. pengawasan; 
f fasilitasi; 
g. penetapan; 
h. penyelenggaraan; dan 
1. kewenangan lain yang dilimpahan. 

Pasal 3 

(1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang. 

(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di SKPD. 

(3) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dijabarkan lebih 
lanjut dalam rincian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 2 

BAB II 
KEWENANGAN YANG DILIMP AHKAN KEP ADA CAMAT 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN" ::1bNOMOR 2:,Lf 
' 

Kepala Dinas S sial, Pemuda dan Olahraga 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

"' ·' ·') ::-:. ·' t J _}(,,_ :.-· """" -'.,/ 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal ~~ 1. \j fl r:.(. \· )1 c { \. 

H.SUKA WI SUTARIP 

Ditetapkan di Semarang . 
Pada tanggal 'b~ \)c\ .. (( rn O(l J.. COq 

WALIKOTA SEMARANG 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penenpatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang yang menyangkut teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 9 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka 
penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah. 

(2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, 
maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan peraturan perundang - undangan di bi dang 
pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 7 
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